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URCOSDCE) 6300 907.11
Handovo

Resolust Konfhik di Taman Nasional Tesso Nilo Riau,
Indonesta: Tinjauan Relasi Pemangku Kepentngan

Jumal Analisis Kebrnakan Kehutanan Vol. 12 No. 2, hal. 89-
104

Konflik di Taman Nusional Tesso Nilo (TINTN) melibatkan
banyak aktor, skenaro dan kepentingan vang mengancam
keberadaannya sebagai kawasan konservast ckosistem Gajah
Sumatera. Kapian i menemukan signitikansinya ketika dapat
mengurai para akror dan memberd pendekatan pengelolaan
relasinya dengan Poner Stakedolders Analysis (PSA). Aktor vang
terlibat konthk adalal TNTN, masyarakat setempat,
masyarakat  pendatang, pemodal kebun sawit, koperasi,
oknum aparat, Pemerintah Daerah, penegak hukum dan
Lembaga Swadaya Masvarakat (LSM). Manajemen relasi vang,
ditawarkan, TNTN mengambil kebijakan bertahan dan
pemodal kebun sawit yang berinvestasi di kawasan.
Masyarakat setempat dan pendatang berpotensi tinggi namun
kekuasaannya rendah schingga TNTN perdu menmgkarkan
kapasitasnya untuk mengelola kawasan.

Katakuncir Konflik kepentingan, Taman Nasional Tesso
Nulo, Pouer Stakeholders Analysis.

UIXC(OSDCE) 630461
Indra Gumay Febryano, Didik Subarjito, Dudung Darusman,
Cecep RNusmana, & Aceng Hidayat

Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Penpelolaan Mangrove di
Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesn

Jumal Analisis Kebtjakan Kehutanan Vol 12 No. 2, hal. 125
142

Politisasi lingkungan  telah  mengakibatkan  terjadinya
degradast hnghungan dan margnalisast masvarakat lokal.
Tupuan penchitan my adalah untuk  menguraikan  dan
menjelaskan aktor dan relasi kekuasaan vang terjadi dalam
pengelolaan mangrove. I asil penclitian menunjukkan bahwa
kebyakan Pemerintah Kabupaten ndak berjalan dengan batk
dan efeknf kenka pengusaha mampu mengkonversi
mangrove. Oleh karena ity, perlu dikernbanghkan jejaring yang
lebih luas melalu kolaborast agar dapat mendorong kebyakan
Pemermntah Kabupaten yanglebih berpihak pada pengelolann
mangrove secara lestar, menjalin relast dengan pengusaha,
pengembangan kelembagaan lokal, dan menciptakan peluang
dalam peningkaran alternatif mata pencaharian masyarakar;
schingga akan menurunkan rekanan terhadap mangrove.

Katakunc: Aktor, relasi kekuasaan, akses, politik ckology,
mangrove.

UDC(OSDCE) 6307903

Fitri Nurfatriani, Dudung Duarusman, Dodik Ridho
Nurrochmat,& Ahmad Eran Yustika

Analisis Pemangku  Kepentingan  dadam  Transtormast
Kebtjakan Fiskal Hijau

Jurnal Analisis Kebtjakan Kehwtanan Vol. 12 No. 2, hal. 105-
124

Untuk mendukung pengelolaan hutan yang lestari diperlukan
pergeseran ke arah kebijakan fiskal hijau yang memgx Jeisikan
manfaat hutan secara menyeluruh. Sebagai penyiapan kerang:
ka kebijakan fiskal hijau diperlukan analisis ‘penmgku
kepentingan yang terhibat dalam perumusan kebijakan fiskal
hijau. Dari hasil analisis diperolch 18 pemangku kepentingan,
berdasarkan kategori terdiri atas empat key players, satu wnlext
setter, duabelas sibject dan satu croud. Untukitu peru strategt
untuk  mengoptimalkan  peran pcm'a?\gku kepmnfngu?
melalut peningkatan kolaborast dqn kerjasama an)t-am .-gb];vi t
dan key players dalam hentuk kgnasanm antara 1 _CI]?CK&;]E‘ 1
Pusat dan Daerah dalam perwujudan kebijakan tlska]. ijau
dan praktek pengaturan kebijakan fiskal kehutanan saat 101

Kaeakunct: Fiskal  hijau, kebijakan ”ﬁsk:d kehutanan,
permangku kepentingan, kebijakan.

UDC(OSDCE) 630-945.4
Kirsfianti].. Gmoga

Kebijakan Revitaisasi Pelayanan Penelittan dan Fengem-
bangan Berbasis Teknologi Informasi di Pusar Penclitian dan
Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebakan

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12No. 2, hal. 143-
158

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2014 dan Peraturan Men-

teri Kehutanan No. 92/Menhut-11/2014 tentang jenis dan
tarif penertmaan bukan pajk Kementerian Kehu-r_'.mzln
menjadi salah satu motivas untuk melakukan kebijakan
revitalisasi pelayanan penelitian dan pmgt;en}b?m_ gan berbasis
teknologs mformast. chiia_szn rc\r_:tghsmx i dillmmpl«?;?}.
dapat meningkatkan: a) efek:tw.tms, {"h sienst dan nila tami{’] 1.f
by profesionalitas sesuai prinsip-prinsip tatakelola }-'zm%da'u;
dan ¢) menghindari overtapping pmcllhml 1g1rz‘u1gjrper‘!uv.' 1fu

iklim. Hasil gap analisis menunjukkan revitalisast pelay uljm
masth membutuhkan seperangkat pembaruan, b‘.ui\” te nj-
maupun adrmunistrass seperti merancang dan m“'?de?‘“:l (;jim
baru serta membuat berbagai SOP untuk ‘Tlc?llft.firlllfi- m
evaluasi pelavanan. Analisis stakehoder mcia]ﬁ bfld:l.‘t: cai T
diskusi kelompok terfokus menunjukkan b 1\\! i
banyak stakeholder yang merupakan promafers TEVILUISIS j




memerlukan kerjasama intensit, disusul dengan defenders yang
memerlukan mformast pelavanan berkala. Stakeholder fatent
dalam program wu relatf sangat minimal. Hasil pengamatan
di Pusat Penclitian dan Pengembangan Perubahan Tklim dan
Kebijakan menunjukkan, dalam jangka pendck jumlah
pengguna  dan  kegiatan  kelitbangan  setelah  revitalisasi
kebijakan pada bulan September 2014 meningkar 143% dan
400% dibandingkan dengan bulan September 2013, pada
bulan Oktober 2014 meningkat sebesar 300% dan 500%%
dibandingkan Oktober 2013, Budava pelayanan diharapkan
memadi kebiasaan mternal dan cksternal serta menjade
kebutuhan semuastakedoller.

Katakunci: Kebyjakan  revitahsasi, produk htbang, 1T,

stakeholder, gap analisis.

UDC(OSDCF) 630°907.11
Amir Mahmud, Arif Satria, & Rilus A. Kinseng

Analisis Sejarab dan Pendekatan Sentralisasi dalam Penge-
lolaan Taman Nasional Bali Barat

Jumal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 12 No. 2, hal. 159
172

Tata kelola sumberdava alam terutama Kawasan Konservast
masih berada di bawah kontrol Pemerintah Pusat, meskipun
Pemerintah Daerah (Provinst dan Kabupaten) juga menuliks
peran/kewenangan tertentu di era desentralisasi. Penelitian
ini bertujuan menganalisis sejarah Taman Nasional Bali Barat
(INBB) dan pengelolaannva. Hasdnya menunjukkan bahwa
TNBB berasal dart Kawasan Suaka Margasatwa dan
pengelolaannya di bawah kewenangan Kementerian
Kehutanan di pusat. Di era desentralisast, Permenintah Daerah
(Provinsi dan Kabupaten) memuliki peran seperti dalam
perencanaan Taman Nasional. Pada era ini pula masvarakat
dapat memanfaatkan sumberdaya melalu pengembangan
partwisata dan tersedianya zona tradisional bagi nelavan. Bag
nelayan, zenasi 2010 lebih baik daripada zonasi sebelumnya.

Kata kunci: Pendekatan sentralisasi, sejarah TNBB, mstitusi
pengelolaan kelautan.

UDCOSDCE) 630#914

Deden Djaenudin, Elvida Yoseft Suryandari, & Aneka
Prawesti Suka

Strategt Penurunan Ristko - Kegagalan Tmplementast Pe-
npurangan Emust dan Deforestast dan Degradast 1 lutan:
Studi Kasus di Merang, Provinst Sumatera Selatan

Jurmal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12 No, 2, hal. 173-
188

Implementasi REDD+ di Indonesit masih dadam fase
perstapan  dengan berbagar ketidakpastian. Tubsan i
berrujuan menyediakan alternatif strategn penurunan tingluat
nstko kegagalan. Studi dilakukan di Merang, Provinsi
Sumatera Sclatan. Kajian it mengidentfikasi  sumber
ketidakpastian, ungkat nsiko dan dampaknya  terhadap
kinerja provek. Sumber ketidakpastian vang dihadapr adalah
kegiatan  perladangan  oleh  masyarakat, kebutuhan
pemubiman, banyaknya pencari kayu, tenurial dan kebakaran
hutan. Tmgkat nsiko vang terjadi adalah sedang, Strareg
penurunan nsiko dapat ddakukan dengan pencadangan areal,
menjadikan lokasi proyek sebagai kawasan lindung,
mengurang kontlik lahan, penerapan mekanisme disusentif
dan pembavaran vang jelas, dan pengoptimalan pernantaatan
co-benefir.

Fatakunci: REDD+, ketidakpastian, ristko  kegapalan,
strategl, Merang,

UDC(OSDCE) 630¢504.03
Yanto Rochmavanto

Tingkat Kerentanan Masyarakat terhadap Perubahan Tklim
pada Ekosistem Pegunungan: Kasus i Gunung Talang
Kabupaten Solok, Sumatera Barat

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 12 No. 2, hal. 189-
201

Penelitian bertujuan untuk mengetahw tingkat kerentanan
musyarakat pada ekosistem pegunungan terhadap perubahan
iklim. Penelinan dilaksanakan di tiga nagari di Kabupaten
Solok, Provinsi Sumatera Barat, vaitu: Salayo Tanang Bukit
Sileh, A Batumbuk, dan Air Dingin. Data primer dan
sekunder diambil melalu observasi dan wawancar dengan
30 responden di setiap nagari, kemudian dianalisis dengan
metode analisis desknptif dan skoring, Flasil penelitian
menunjukkan bahwa semua nagari memilik tingkar
kerentanan tinggr terhadap longsor. Faktor urama
pembentuk kerentanan pada ekosistern pegunungan adalih
faktor infrastrukeur, ekologi, dan ekonomi.

Kata kunci: Kerentanan masyarakat, perubahan

. tklim,
ekosistem pegunungan.
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UDCOSDOE) 630400711
Harndayo

Conflicts Resolution: in Tesio Nilo National Park. Rian, Indonesia:
Study of Stakeholder Relationships

Jozwrnal of Voresiry Policy Analysis 10112 Ne. 2, p. 89-104

Cnrgﬂr‘a’ 11 lesso Nido National Park (ENNP) intolyes many actors.
scenareos and nferests that threaton 1ty exzitence ws the Sumatran
elephant ecosystes. This study finds 115 sigutficance nhen i can wdentify
the actors and prowide 115 relationshp managsement approaches throigh
Power Stakeholder Amabysis (PSA). Actors inmleed are: TNINP, local
COmPHOLHCS, prgrant comprundics, mresiory of palm plawtations,
congeratives, focal police officers, local government, Lo enforcement and
Non-Governmental Organezations (NGOs). TNNP po/zr} i fte
whitstand ol pabm platations investment o the region. Local
compsoiities awid migrants had high potential bt low pomer so TNNP
needs (o inprove (L5 capacly fo sianag e area.

Keynords: Conflict of interests, Tesso Nito Nationat Pask, Power
Stakeholder Analysis.

UDCOSDCT) 63041
Indra G 1} Yebryano, Didek. Subarjito, Didiung Darstsman, Cecep
Kusmena, & Avenp Hidayat

Actors and Power Redation in Mangrove Management i Pesasianarn
Regency, Largio Province, Indonesia

Jotrnal of Fareitry Policy Analysis Vol 12 No. 2.p. 125142

Politcisation of entironment has kd to environmental degradation and
compnitly marynalization. The purposeof - this research is to elucidate
and rertfy actors and poner relation occurved in mangroze managemeni.,
Research resudis show that policies of regency gocernment déd not ro well
nor effeckive, as bustuesspien are able to converse miangrove. Accordingly,
1165 necessary fo develap Larger network throngh collaboration in arder to
dreve TRCENCY pOrertment pn&lm fo suppori mangrore mardzement in a
miore sustacnabte weay. budlding relation wath busivessmen, developmient
of tcal o © organiiaton. and o ealing opportinilies in
imiproving people's Livelbaod alternatrves: so i1 nz//redme the pressure o1
DiAROIOLCS.

Keyuordy:

Actors, paner relation, access. pobtical eoalagy, mangrors.

[,fDC(O.W)CFj G30%903
Fitri Nurfatrians, Dudnng Darusmian, Dodik Redho Nurrochrrat, &
Abpad Erant Yusttka

Stakeholder Anatysis in Green Facal Policy Transfarmasion

Journal of Vorestry Policy Anafysis 170l 12 No. 2, p. 105-124

To support the sustainabile forest management. i needs a shift m the
direction of forest fiscal policy to the green fiscal policy which positionng
the bencfits of forests av a whole, As the preparation of geven fiscal policy
framework it &5 regrired an analysis of the stakeholders immized in the
formndation of preen frscal policy. The analysis results showed there are
18 stakeholders involred, consists of four key players, one contexct setlers,
twelre subjecty and one coonds. Therefore, it weeds a stravegy to increave
coaperation and effective collaboration betuzen central and local
gorernments in implementing current fiscal policy on forestry.

Reywords: Gireen fiscal, forestry fiscal policy, stakeholder, policy.

UDCOSDCI) 6304945 4
Kenfranti L. Girnooa

Reritalization of Researh and Develgpment Services Based on
Iu/’ammrmﬂ Tu/mo/ag] i Centre for Chimate Change and Policy
Research and Derelapreent

Journal of Forcstry Policy Analsis 170f 12 No. 2, p. 143-158

Government Rewdation No. 12/ 2014 and Minisiry of Forestry
Regnlation No. 92/ Menbut-11/ 2014 about the types and rates of non-
tax tarsff from Ministry of Forestry are the underlying motivations to
reuttalize sertices in research and develgpment theongh information
techmology (TT). Rerdtalization poliey is expected bo increase effectiveness,
effictency. value added, professionalism, gorernasce, as well as awzid
orerlapping research on chnate changes i Jorestry. Using pap  and
stakeholder anabysis, it reveals that a set of technscal and administrative
fools sich as an trgprosed web design and rastows of SOPs for monitaring
and evaination of seriicer are il needed, Stakeholder analyses f/',ﬂr”aﬂm
several focrs group discussions alio shous that there are many
stakeholders who ave prowmters of revitalization that require iutensire
aaperation, follvied by defenders who require periodical information,
Stakeholder latent in this program s relatitely iery minivial,
Obsertation ir Cenire for Climate Change and Policy Research and
Derelopment reveals that in the short term the numiber of users o
seritces and acticities of researdh and develgpoent after r?rvfa&:;rmoﬂ
policy in September 2014 jrereased 143 and 400 percent congpared to
the same month in 201 3, wihile in October 2013 {ncreased by 300 and
300 percent, respectirely campared to October 2014, )

Keynords: Rerttalization policy, saentgfic product, TT, stakebolder, gar
anadys.




UDCOSDCY) 630+907.11
AnirMabmund, Arf Satria, & Rilns A. Kimseng

Flestorrcal Anatysis amd Centratized Approach i Manapement of Bali
Barat National Park

Journal of Forestry Policy Anabyris 170 12 No. 2, p. 159172

Manggerent of natiral resonrces especally for conservation arva is stil!
under control of a central gorernment, althoneh provimzal and regent
governpents have limited mle [ authonty in the decentralizateon era. The
research aims lo analyse the historical evolution of Balt Barat Nationa!
Park (IINBBJ and its measagement. The results shon: that the TNBB
aus orgginally from wildlife reserve and masagement of TNBB
conserration wnder the anthority of the Ministry of Forestry (Mol¥) ar
antral government. i the desentralization era, provinaal and regent
government have role/ arthority such av in national park planning, and
alse people are aliowed to develop tonrise and foheres. '

Keynords: History of TINBB, marine management institution,

centralized approach.

UDCOSDCE) 630%914
Deden Djuenndin, Elvida Yosefi Suryandart, &~ Ancka Prawesti
Srka

Bzlure Risk Allerdation Strategy of Redncing Ewdssion from
Deforestation and Vorest Degradation Implementaton: Case Stwdy i
Merang, South Sumatra Province

Journal of Uorestry Policy Analyses 170l 12 No. 2, p. 173-158

Indoreséa & still in the REDDA+ readiness phase uith sore
ancertacnties. Thes study condncted in Mevana. South Snmatra. ams to
provide alternatire strateptes o ablereate rick ferel by scrntinizing the
sonirve af micerianites, rivks and ils their impact on project perfarniance.
Sereral nncertainties at site are encrogchment actirities, expansion ¢f
residential areas, increasing number of loggers, land tewere bisies and
Jorest fires. Risk lerel at the project is medium. Strategies to minimise
them are ly: providing bufler area, stating the area as a profected area,
reduicing land conflicts, atplying an appropriate disimeentine and
paymecnt icheme, and gplimiing ntilication of co-benefits.

Reynords: REDD +, uncertainty., falure visk, strateey, Merars.
: o it g

UDC{OSDCF) 630%504.03
Yanto Rochmayanto

Lerelof Soctal Virnerability to Climate Chenge at the Monntain Ecosystem: Case at Talan

Journal of Forestry Policy Anafysis 1ol 12 No. 2. p. 189-201

This study amis to determine viernerabilily level of commuenities in monnian ecosystem tu climate change. The study nas condited i three

2 Moswntarn, Solok Regency, West Sumatra

i

Solok Regency, West Sumatra Province, namely: Salayo Tanang Bukit Sileh. Air Batumbuk. and Air Dingin. Primary and secondary duts na:
collected through observation and intertsen with 30 respondents i each sillage and then analized by using descriptive anabysis and seoring. The resslts
showed that all villages have bigh degree of vurnerabifty to Landstide. The major fuctor in the varnerability of mowntain ecogyster: formed by
infrastricture. ecolpprcal nd econonic fuctors.

Keywords: Soctal vurnerability, climate change, montain ecosystem.




ANALISIS SEJARAH DAN PENDEKATAN SENTRALISASI DALAM
PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BALI BARAT
(Historical Analysis and Centralized Approach in Management
of Bali Barat National Park)

Amir Mahmud, Arif Satria, & Rilus A. Kinseng
Departemen Sans Komunikast dan Pengembangan Masyarakat, Fakulias Fkologi Manusta, Institut Pertanian

Bogor; I Raya Dramaga, Bogor, Indonesia; ¢ mail: mahmudamir1003@gmail.com, arifsatria@ipb.acad,
nlus_kmseng@houmail.com

Diterima 10 Desember 2014 direvis: 30 April 2015 disetujui 18 Met 2015

ABSTRACT

Management of matural resources especially for conserration area is still under control of central government, althongh
provinial and regent gorernments have bimited role/ anthority in the decentralization era. The research aims to analyze the historical
evolution of Bali Barat National Park (TNBB) and its smanagement. The results show that the TINBB was originally frons wildlife
reserve and management of 'TINBB conservation under the authority of the Ministry of Forestry (MoF) at central government. In the
desentralization era, provincial and regent government have role/ anthority such as in national park planning. Also i that era, people
can wtilisze resowrces i conservation areas for tonurism development, and provide traditional Zone for fishermen. For fishernicn, the
TINBB zoningin 2010 is far better than the previons zoning.

Keywords: Centralized approach, history of TINBB, marine management institution.

ABSTRAK

Tata kelola sumber daya alam terutama kawasan konservast masih berada di bawah kontrol pemermntah
pusat, meskipun pemenntah daerah (provins: dan kabupaten) juga menuliki peran/kewenangan tertentu di era
desentralisast. Penclitian in1 bertujuan menganalisis sejarah Taman Nasional Bali Barat (I'NBB) dan pengelolaan-
nya. Hastlnya menunjukkan bahwa TNBB berasal dari kawasan suaka margasatwa dan pengelolaannya di bawah
kewenangan Kementerian Kehutanan di pusat. D1era desentralisast, pemerintah daerah (provinsidan kabupaten)
memiliki peran seperti dalam perencanaan taman nasional. Pada era mi1 pula masyarakat dapat memanfaatkan
sumber daya melalui pengembangan pariwisata dan tersedianya zona tradisional bagi nelayan. Bagr nelayan,
zonasi 2010 lebih batk daripada zonasi sebelumnya.

Kata kunct: Pendekatan sentralisast, scjarah TNBB, institusi pengelolaan kelautan.

I. PENDAHULUAN flora dan fauna tetapt seringkali identik dengan

perlindungan bagi kelangsungan jalak  bali

'Taman Nasional Bali Barat (INBB) resmi di-
usulkan scbagai salah satu dari 11 calon taman na-
sional di Indonesia pada tahun 1982 bertepatan
dengan Kongres Taman Nasional se-Dunia ke-111
di Denpasar, Bal. Sccara defininf TNBB
ditetapkan pada tahun 1995 seluas 19.002,89 ha
(laut 3.415 ha dan darat/hutan 15.587,89 ha). Dari
segi potensi biologi, TNBB mempunyai kekayaan

(Lewcopsar rothchildi). Secara administratif lokast
TNBB terbentang di dua kabupaten, vaitu
Buleleng dan Jembrana, Provinsi Bal. Sclan
tujuan utama konservasi, di TNBB saat in1 juga
berkembang wisata alam dan perikanan tangkap
(skala kecil) tetap berlangsung,

Berfungsinya kawasan konservast atau marine
protected area (MPA) ditentukan olch dua faktor,
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yaitu ekologi dan sosial. Christie (2004) menycebut
bahwa MPA di Filipina dan Indonesia sukses dan
aspek ckologt tapt gagal dari aspek sosial dengan
terbatasnya partisipasi, pembagian keuntungan
ckonomi yang tidak merata dan hilangnya
mckanisme resolus: konflik. Banyak sumber daya
yang terlalu kompleks untuk  dikelola secara
efektif oleh lembaga tunggal (Berkes, 2009) dan
paradigma 'lama' fgp-down berdasarkan ncgara
sentris  tidak memadar lagr (Leeuwen  dan
Tatenhove, 2010) sebab rusaknya sumber daya
akibat pendekatan sentralisasi manajemen sumber
daya kelautan (Satria, 2009a).

Mengelola  (gorerning) bukan persoalan
pemerintah (eorernment) saja, tapt semakin adanya
scbuah tanggung jawab bersama dari aktor negara,
pasar dan @/ socety (Lecuwen & ‘Tatenhove,
2010). Seinng cra reformast dan desentralisast
melalui Undang-Undang UU) No. 22 tahun 1999
(diubah dengan UU No. 32 tahun 2004), peran-
serta para pthak (nelayan, adat, organisast lokal
dan pemenntah daerah) sclain pemerintah (pusat)
sangat relevan dilibatkan dalam tata kelola
kawasan konservasi. Desentralisasi, partisipast
pemangku kepentingan dan keterlibatan
komunitas dianggap scbagai komponen penting
dalam pembangunan dan pengelolaan (Berkes,
2010), termasuk kawasan konservasi.

Penelitian i bertujuan untuk mengetahut: a)
bagaimana sejarah pembentukan kawasan
konservast TNBB; b) seperti apa pengelolaan laut
TNBB dan c) bagaimana keterlibatan masyarakat
sekitar TNBB khususnya dalam tata pengaturan
laut.

II. METODEPENELITIAN

A. Kerangka Teoritis Penelitian

Secara tradisional, tata kelola diasosiasikan
dengan pemerintah, misalnya lembaga formal
negara (Stoker, 1998 dalam lLeewuwen &
Tatenhove, 2010). Secara historis, sentralisast
merupakan  kecenderungan  negara-negara di
dunia pasca Perang Dunia I1, yang mencerminkan
paradigma positivistik dengan menckankan
dominasi pemerintah  dalam menetapkan dan
menjalankan konservasi (Gibbs & Bromley dun
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Satria, 20092).

Satria (2009a) merujuk pada Craig Harris-
sosiolog perikanan- menycbut adanya modern-
isme dalam pengelolaan sumber daya perikanan
yang dicirikan dengan kuatnya dominasi negara
(state), dilakukan sccara fop down dan terlalu
bersandar pada  kaidah-kaidah  sains. Proses
globalisasi, cropanisast dan individualisasi meng-
hilangkan pyakan tradisional dalam kekuasaan
negara bangsa (Leewuwen dan Tatenhove, 2010).
Perubahan pendekatan dart pemerintah pusat
sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber-
daya pada pemerintah tingkat lokal atau instituss
lokal, menurut Berkes (2010) sebagai tren vang
dapat dilacak pada tahun 1980-an dan kekecewaan
pada kinerja pemerintah pusat.

Aturan mengenar konservast terutama
meryjuk pada UU No. 5 tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayat dan Eko-
sistemnya. Pengelolaan kawasan konservast khu-
susnya taman nasional berdasarkan UU n1 dilaliu-
kan oleh pemenntah pusat sckalipun terdapat
pasal yang membuka peluang desentralisasi seper-
t1 pasal 38 ayat (1). Peraturan Pemerintah (PP) No.
68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam dan PP No. 28 tahun
2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam juga menyatakan
pengelolaan oleh pemerintah pusat, tetapi rencana
penyusunan zonasi taman nastonal memerhatikan
konsultasi publik masyarakat, provinst dan/atau
kabupaten/kota.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 menye-
but urusan pemerintah pusat meliputi politik luar
negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter
dan fiskal nasional scrta agama, termasuk
konservasi. Sementara PP No. 38 tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemenntah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemenntahan Dacrah Kabupaten/Kota, scbagai
aturan pelaksana dad UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemenntahan Daerah menyebut adanya
koordinast dalam perencanaan konservasi keanc-
karagaman hayati. Juga peran pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota memberikan pertimbangan
teknis dalam penyusunan dan pengesahan rencana
jangka panjang, jangka mencngah dan jangka
pendek taman nasional.



B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penclitian dilaksanakan  pada pertengahan
bulan Februari-Maret dan pertengahan bulan
Juni-Juli 2013, Lokast penelitian terletak di Desa
Sumberklampok dan Desa Pejarakan Kecamatan
Gerokgak Kabupaten Buleleng, Provinst Bali.
Kedua desa termasuk desa encdire dan desa
penyangga serta memuiki perairan laut di TNBB.

C. Pengumpulan dan Analisis Data

_Penchtian mi menggunakan metode kuali-
tatif dengan pendekatan desknptif dan strateg
studi kasus. Data dikumpulkan melalur teknik
wawancara mendalam bertatapmuka, pengamatan
terlibat dan diskusi kelompok. Penclitian
dilaksanakan pada bulan Februan sampar dengan
awal Marct 2013, dan pertengahan bulan Juni
sampai dengan akhir Juli 2013, Teknik analisis data
dilakukan sejak awal pengumpulan data dan ber-
langsung terus-menerus, vang terdin atas pe-
ngumpulan data, analisis data, reduksi data, penya-
pan data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Periodisasi Sejarah TNBB

Alur sejarah TNBB dapat ditelusun sampai
pada masa sebelum kemerdekaan. Dalam proses-
nya yang cukup panjang, Soebowo (1986) mem-
bagi secjarah ITNBB menjadi periode nntisan
(1947-1970), periode penentuan (1970-1980) dan
periode pembenahan (1980-1985). Periodisast int
didasarkan pada evolusi keadaan hutan Bali Barat
dan konservasinya. Dalam bahasan in1 evolusi
sejarah dan pengaturan kawasan (hutan khususnya
laut) TNBB dibagi tiga fase, yaitu Orde Lama,
Orde Barudan Lira Reformast.

1. Fase Orde Lama (1945-1966)

Strategn konservasi alam di Indonesia berakar
sejak jaman Belanda melalui perlindungan jenis
(species conservation) yang luasannya relatif kecil
(Santosa, 2008). Konservast atau perlindungan
alam dikenal pada zaman Belanda dengan adanya
Staatblad 1941 No. 167 (Ordonansi Perlindungan
Alam/ natuurbeschermings  ordonnantic). Pada awal
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kemerdekaan, ordonansi it dinyatakan berlaku
olch Kementerian Pertanian. Sebelum ordonansi
diberlakukan, pada tahun 1947 Dewan Raja-Raja
di Bali juga telah menetapkan Natwurpark ('aman
Pelindoeng Alam) di Bali Barat. Taman pelindung
alam sccara definitif seluas 19.365 ha sctelah
pengukuran oleh Brigade Planologi Kehutanan
Nusa Tenggara pada tahun 1969. Selama peniode
1947-1970 kawasan mt dikelola oleh Bagian Pem-
binaan Hutan pada Jawatan Kchutanan Provinst
Dacrah Tingkat 1 Bali. Pemberlakuan ordonans:
dan penctapan Dewan Raja-Raja 1ini menandai
babak baru konservasi kehutanan pada awal
kemerdekaan Indonesia khususnya di Bali Barat.

Menurut Soebowo (1987) keberadaan TNBB
saat 11 pada mulanya berstatus suaka margasatwa
(SM) yang dikelola secara intensif, dan terletak di
bagian paling barat Bali. Dilihat dari cakupanaya,
kawasan taman pelindung alam atau SM hanya
memasukkan kawasan daratan beserta hutan-
hutannya tapi tidak termasuk perairan laut.
Sementara itu kawasan laut yang bersifat gpen access
telah dimanfaatkan oleh nelayan wyotok nener
(menangkap bibit ikan bandeng alam) sejak
sebelum tahun 1963 atau sebelum melctusnya
Gunung Agung. Pengavelingan di pesisir desa
Sumberklampok sampai dengan desa Pejarakan
untuk membags wilayah tangkapan beberapa
pengepul myotok nener bersama anak buahnya.
Selain 1tu, pertkanan tangkap juga berlangsung d:
laut tersebut untuk memenuht kebutuhan
konsumst sehari-hari.

2. Fase Orde Baru (1967-1998)

Kawasan hutan SM 19.365 ha bertambah
+ 193 ha (menjad: 19.558 ha) pada tahun 1978 luas
dengan bergabungnya areal hutan di empat pulau
(Menjangan, Kalong, Burung dan Gadung) seluas
+ 193 ha ke dalam SM Bali Barat berdasarkan SK
Menteri Pertanian No. 169/Kpts/Um/3/1978.
Penggabungan tersebut tidak mengganggu aktivi-
tas nelayan termasuk #yo/ok nener. Sekitar pertenga-
han tahun 1970-an dilakukan penertiban nyotok
nener, pembentukan kelompok beserta anggota-
nya, pengavelingan pesisir secara jelas dan pener-
bitan izin penangkapan bibit tkan bandeng alam
dart Dinas Kelautan Tingkat T Bali. Keberadaan
nyotok nener selanjutnya menghadapi tantangan
memasuki tahun 1980-an: perfama, penctapan
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TNBB terhadap kawasan SM dan sckitarnya pada
paruh pertama tahun 1980; kedira pada paruh
terakhir 1980 semakin meluasnya hasil teknolog
pengembangbiakan bibit tkan bandeng disertas
tidak ckonomisnya harga bibit ikan bandeng alam.
Scjak tahun 1985 Balar Besar Riset Perkanan
Budidaya Laut Gondol (dulu bernama Loka
Penelittan  Perikanan  Pantai) menemukan
teknologn bibit tkan bandeng yang relatif lebih
murah.

Kawasan SM Bali Barat dan sekitarnya
termasuk Registrasi Tanah Kehutanan RTK) 19
seluas 77.727 ha ditetapkan sebagar calon TNBB
tahun 1982. Untuk kawasan perairan laut Bal
Barat dan Pulau Menjangan serta laut sekitarnya
direncanakan schagai cagar alam laut (marine nature
reserves) atau taman nasional laut (marine national
park) (Polunin ef a/, 1983; Robinson e al, 1981).
Dua tahun kemudian, T'NBB berdin dan dikelola
olech Unit Pelaksana Teknis (UPT) TNBB di
bawah kewenangan Departemen Kehutanan
(pusat). Wilayah kerja UPT TNBB meliputt SM
Bali Barat, SM Pulau Menjangan dan sekitarnya
(laut) dan Hutan Lindung (HI.) Bali Barat. Untuk
melindungi kawasan TNBB (darat/hutan 71.507
ha dan laut 6.220 ha), dibuat zonasi atau mintakat
pada tahun 1987. Namun perubahan zonasi tak
terhindarkan pada tahun 1996 menyusul
penetapan definiif TNBB dengan perubahan
fungst hutan hndung 265,30 ha, SM 15.322,59 ha,
dan perairan laut di sekitarnya 3.415 ha menjadi
TNBB tahun 1995 (sesuar Keputusan Menteri
Kchutanan No. 493/Kpts-11/1995) schingga
jumlah kawasan menyusut menjadi 19.002,89 ha.
Pembentukan TNBB ini melalui persetujuan
tokoh masyarakat, tetapi masyarakat tidak
mendapatkan informasi vang cukup termasuk
dalam pembuatan dan fungsi zonasi.

Pada awal berdirinya TNBB dan zonast 1987,
diberlakukan Surat Izin Masuk Kawasan TNBB
bagt nelayan myotok nener di laut dan pencani lebah
dit hutan. Secara umum, di dalamnya berist aturan
dan sanksi. Misalnya, gubug myotok nener didirikan
bersifat sementara dan tidak permanen/semi per-
manen, serta dibuat dari bahan/alat yang dibawa
dari kampung (bukan dari hutan). Pada awal pen-
calonan TNBB terjadi pembakaran gubuk salah
satu pemyolok mener. Peristiwa tersebut ditanggapi
dengan melakukan gangguan berbentuk pencuri-
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an spesics jalak bali. Gangguan ini berlangsung
sampai sckitar tabun 1990-an. Sementara itu,
secbagian  penyotok  nener mulai menghentikan
aktivitasnya sckitar 1987 karena tidak ckonomis,
dan di awal tahun 1990-an tidak ditemukan lag:.
Untuk penangkapan tkan konsumst oleh nelayan
masth tetap berlangsung sekalipun pada zona
terlarang dengan nisiko tertangkap oleh petugas

TNBB.
3. Fasc Reformasi (1999-sekarang)

Menjelang akhir masa Orde Baru dan awal
masa Reformasi, perusahaan di bidang parwisata
masuk di kawasan TNBDB. Dalam rentang waktu
yang singkat, tiga perusahaan mendapatkan lzin
Pengusahaan Partwisata Alam (IPPA) pada tahun
1998 dan 2003 berjangka waktu 30 tahun. Selain
ketiga perusahaan tersebut, pada awal 2000-an di
kawasan penyangga TNBB (Pejarakan) juga ber-
dir1 resor atau hotel di pinggir laut. Pemanfaatan
wisata alam di dalam kawasan konscrvast ini
karena keduanya masih bertalian erat. Begttu juga,
dua kelompok masyarakat mengembangkan wisa-
ta tirta, vaitu Badan Pengelola (BP) Adat (Sumber-
klampok) tahun 2001 dan Kelompok Nelayan
Banyumandi (Pejarakan) sekitar awal tahun 2000.
Munculnya dua kelompok ini akibat dari per-
soalan kecemburuan sosial dan semakin sempit-
nya daerah penambatan dan penangkapan nelayan
di laut meskipun sebagian masyarakat direkrut
menjadi karyawan di perusahaanitu.

Untuk mengakomodasi kepentingan peman-
faatan wisata alam dilakukan perubahan zonasi
tahun 1999. Perbedaan menonjol dart zonasi ini,
selain kecenderungan untuk pemanfaatan wisata
alam (zona pemanfaatan intensif) bagi perusahaan
ber-IPPA tapt juga untuk ritual keagamaan (zona
pemanfaatan budaya). Sementara itu, hal menon-
jol dari zonast tahun 2010 terutama mengakomo-
dasi kepentingan nelayan di perairan laut dengan
zona tradistonal di Teluk Gilimanuk (Kelurahan
Gilimanuk) dan Teluk Terima (Desa Sumber-
klampok). Konflik akses dan akumulasinya ikut
mewarnai sebelum perubahan zonasi, sepert la-
rangan budi daya (rumput laut dan ikan). Berhoda
dengan sebelumnya yang di level informatif saja,
pada zonasi1 2010 masyarakat (tokoh) ikut scrta di
level konsultasi publik, sckalipun sebagian masya-
rakat masih kekurangan informasi terkait zonast.
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Zonast 2010 lebih baik daripada zonast scbe-
lumnya sebab nelayan dapat memanfaatkan laut
TNBIB, zona tradisional.
Berdasarkan aruran legal-formal TNBB, sebelum
adanya zona tradisional nelayan hanva diperboleh-
kan mehntas dan dilarang memanfaatkan laut
(seperti menangkap tkan).

khususnya di

Untuk membangun kerja sama antara bebe-
rapa pthak di TNBB, dibentuk Forum Komu-
nikasi Masyarakat Peduli Pesisir (FKMPP) tahun
2001. Dalam forum vang dunisiast Wordd Wild
Furd for Nature (WWIE) 11 terdapat 13 lembaga
atau kelompok vang bergabung, di antaranya
kelompok nelayan, desa adat, Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Buleleng dan pengusaha
wisata (paguyuban dan perusahaan swasta). Da-
lam kegratannya, FKMPP meclakukan patroli laut
bermitra dengan TNBB. Sckitar tahun 2012
FFKMPP mat sun karena minimnya sumber daya
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manusta dan kekurangan pendanaan. Begitu juga,
berdirinya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pok-
maswas) sccara independen pada tahun 2006
mengalami  penurunan  jumlah  dan  intensitas
patroli laut sejak tahun 2010 akibat minimnya
dana. Sclain kerja sama di atas, TNBB juga
bekerja-sama dengan beberapa pihak di antaranya
Lembaga Swadaya Masyarakat Pilang, City of
Yokohama/JICA, Asostasi Pecinta Curik Bali
(APCB), scrta kerja sama dengan Kelompok
Burung Jalak Bali. Kelompok Burung Jalak Bali
merupakan  penangkaran  jalak bali berbasis
masyarakat.

Alur sejarah TNBB di atas secara umum di-
jclaskan berdasarkan fase-fase secara periodik.
Tonggak-tonggak penting dalam alur scjarah
TNBB mengenai perubahan-perubahan kawasan
TNBB dapat diringkas dalam Gambar 1 dan
Tabel 1.

| Pelindoeng Alam}) dan Gadung

| 19.002,89 ha

- : -
ll Suaka Margasarwa J Taman Nasional Bal Barat |
1940 1947 1957 1978 1982 1984 1987 1995 1996  1997-98 1999 2006 2010
T
N S I A -
Staatblad \ Staathlad 1941 | Calon TNBB __E Zonasi Zonasi | i Zonasi | Zonasi
1941 No. 167 {| | No. 167 berlaku A o i TNBB | TNBB | TNBB | | TNBB
1 Pembakaran ) ! ) ‘ ) | | "
gubuk myotok L2 ___‘-_J._.,__ I | ‘ £/
i Keputusan Ketua } Bergabung areal l 'A . Ay i r ¥ 4 ..1
| DDewan Raja -Raja di | jhutan empat pulau:] L ; Penetapan & i Izin Prinsip 3 | ‘L
! Bali tentang ] Menjangan, | F——————— = | TNBB sccara t | PL.IPPAZ2 | s
| Natuurpark (Taman || Kalong, Burung [ Penetapan TNBB —l | definitif seluas || PT{1998) dan | Konflik
i
|

i
Sumber (Soxne) : data primer/diolah (primary data/ processed)

t [ dengan luas 77.727 hﬂ

[
1 PT (2003) J i nelayan - TNBB

i

Gambar 1. Evolusi sejarah 'TNBB.
Fioure 1. Historical evolution of Bali Baral National Park.

Tabel 1. Pengelolaan laut di TNBB

Table 1. Marine management of Bali Barat National Park

No Aspek (Aspea)

Orde Lama (O ordery

Ira Reformasi (Reform

e Baru (New order)
Orde Baru (New ornder) pertod)

1 Sratus kawasan darat/hutan

(Terrestriall forest area status)

Status kawasan laut (Marnne

area stafis)

3 Rezim pengelolaan laut
(Marine management regime)

4 Otortas pengelolaan
(Management authariry) Pertanian

5  Konflik {Conflic) Tidak ada

iz Tidak masuk SM

Akses terbuka

Suaka margasatwa (SM;

Pemerintah/Departemen

Taman nasional Taman nasional

Taman nasional Taman nasional
Kepemulikan Negara Kepemilikan Negara
Pemerintah/Kemenhut  Pemerintah /Kemenhut

Ada Ada

Sumber (Sorree) : data primer/diolah (primary data/ processed)
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B. Institusi Pengelolaan Kawasan Laut

Kawasan laut hanya 17,97"% dari keseluruhan
luas TN BB, namun menjad: dacrah strategis untuk
konservasi, panwisata dan pertkanan sekaligus,
terutama laut di sekitar Pulau Menjangan. Biota
laut di lokast itu meliputi ikan hias, terumbu
karang dan biota lainnya serta lokast pemijahan
itkan. Secara umum pariwisata cukup berkembang
di TNBB meskipun cendcrung menurun akhir-
akhir ini. Jumlah kunjungan sebanyak 467.607
orang (1995-2000), 213.549 orang (2001-2004)
dan 83.689 (2010-2012), batk dar dalam negern
maupun luar negeri. Untuk mengidentifikasi
pengelolaan laut, Ruddle (1999) dalum (Satna,
2009b; Ruddle & Satria, 2010) menggunakan
unsur-unsur tata pengelolaan yaitu: batas wilayah,
aturan, hak, pemegang otoritas, sanksi, evaluasi
dan pemantauan. Pengelolaan vang dipraktikkan
dilaut TN BB scbagai berikut:

1. Batas wilayah

Dalam aturan legal formal, kawasan konser-
vasi TNBB merupakan state property. Dengan luas
19.002,89 ha kawasan TNDBB terdiri dari perairan
laut 3.415 ha dan daratan 15.587,89 ha. Jika di-
bandingkan, 5:1 lebth luas darat. Kawasan ter-
sebut memiliki tanda batas dan dibagi dengan
zonasi. Mengacu pada Permenhut No. P 56/

Mcenhut-11/ 2006 tentang Pedoman  Zonast
Taman Nasional dijelaskan bahwa kawasan laut
dan darat taman nasional memiliki tanda batas
antar zonast. Misalnya, di laut ditandar mooring
buoys dengan menggunakan pelampung disertas
tulisan misial/kode sesuai dengan zona tertentu,
Secara diggtasi peta, batas kawasan laut TNDBB
tampak jelas tetapt tidak memuiiki tanda batas di
lapangan antar zonasi. Ketiadaan tanda batas ini
berdampak pada kekaburan antar zonast dan
potensi pelanggaran terhadap perlindungan
kawasan konscrvast.

Zonast TNBDB pertama kali dibuat pada tahun
1987 dengan luas 77.727 ha dan mengalami per-
ubahan berturut-turut pada tahun 1996, 1999 dan
2010. Perubahan zonast dan luasannya
scbagaimana Tabel 2 dan tampilan zonasi TNBB
tahun 2010 disajikan pada Gambar 2.

Z.onast tahun 2010 terbagi tujuh zonast, yaitu:
zona inti (warna merah), zona rimba (kuning), zo-
na perlindungan bahar (biru tua), zona pemua-
faatan (hyjau), zona budaya, religi, dan scjarah
(ungu tua), zona khusus (abu-abu tua) dan zona
tradisional (coklat). Untuk kawasan perairan laut
terdapat empat zonasi, yaitu inti (+ 455,370 ha),
perlindungan bahart (+ 221,741 ha), pemanfaatan
(£ 2.417,011 ha) dan tradisional (+ 310,943 ha).
Adanya zona tradisional dalam zonast tahun 2010

Tabel 2. Mintakat atau zonasi TN BB tahun 1987, tahun 1996, tahun 1999 dan tahun 2010
Table 2. Mintakat or zones of TNBB 1987, 1996, 1999 and 2010

Mintakat 1987 dan luas

Zonast 1996 dan luas

Zonast 1999 dan luas
(Zoning in 1999 and area)

Zonast 2010 dan luas
(Zoning in 2010 and area)

N . : :
g (Zoning in 1987 and ared) (Zoning in 1996 and area)
1 Inti: darat 40.650 ha, laut  Inti: total 970 ha
3.670 ha
2 Rimba: 25.732 ha Rimba: darat 6.281 ha,
laut 515 ha
3 Pemantaatan: darat 1.125  Pemanfaatan: darat 1.613
ha, laut 850 ha ha, laut 1.960 ha
4 Penyangga: darat 4.000 -
ha, laut 1.700 ha
B =
6 - ﬁ
T s

Inti: darat 7.567,85 ha,
laut + 455,37 ha

Rimba: darat + 6.099,46
ha, laut 243,96 ha
Pemanfaatan intensif :
darat + 1.645,33 ha, laut
+ 2.745,66 ha
Pemanfaatan budaya:
darat 24526 ha

Inti: darat + 7.567,850
ha, laut + 455,370 ha.
Rimba: + 6.174,756 ha

Perlindungan bahari: £
221,741 ha

Pemanfaatan: darat +
1.800,682 ha, laut +
2.417,011 ha

Budaya, relig: dan scjarah:
+ 50,570 ha

Khusus: + 3,967 ha
Tradisional: + 310.943 ha

Sumber (Sourcd):  SK Dirjen PHPA No. 49/Kpts/DJ-VI/1987, SK Ditjen PHPA No. 38/Kpts/DJ-VI/1996, Keputusan

Dirjen PKA No.186/Kpts/DJ-V /1999, Keputusan Dirjen PHKA No. SK. 143 /VI-KK/2010.
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Gambar 2. Zonasi TNBB tahun 2010.
Fipure 2. TNBB goning 2010.

memiliki dampak positif bagi nelayan dalam
memanfaatkan laut sebab di zona tradisional
nelayan  terjamin  untuk beraktivitas seperts
menangkap ikan.

2. Aturan

Ketentuan aturan di kawasan 'TNBB
terutama mengacu pada zonasi tahun 2010,
Petunjuk Teknis (Juknis) Penanganan l'erpadu
Tindak Pidana Kehutanan dan Perairan TNBB
(INBB, 2005b) dan wde of conduct tahun 2002,
Secara umum, dalam ketiga aturan tersebut
setidaknya mengandung aturan yang mengarah
pada perlindungan konscrvasi dan pengemba-
ngan pariwisata meskipun sebagian aturan dalam
zonasi mengakomodasi kebutuhan umat Hindu
dan nelayan seperti dalam zona budaya, religi, dan
sejarah serta zona tradisional.

Zonast 2010 mengklasifikasikan  kawasan
menjadi tujuh zona untuk mencntukan daerah
terlarang dan pemanfaatan. Aturan lainnya adalah
juknis tahun 2005 yang dibuat untuk menjadi
acuan bagt semua pihak dalam menangani tindak
pidana sesuar dengan jenus pelanggarannya. Juknis
int bertujuan selain membert shock therapy (efek
jera) tapi juga terselesaitkannya penanganan kasus
tindak pidana dan menckan/menyelamatkan
sumber daya kehutanan dan perairan TNBB dari
tindakan destruktif. Jenis-jenis  pelanggaran
berdasarkan juknis adalah: a) memberi makan tkan
oleh pelaku wisata; b) membuang sampah semba-
rangan maupun limbah domestik; ¢) menjaring
ikan konsumst di atas karang; d) menaruh jangkar
di atas karang untuk menambatkan perahu; ¢)
mencari tkan hias; f) mencan ikan dengan meng-
gunakan panah (speargun); g) penggunaan racun
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(potastum) untuk mencari tkan dan h) menangkap
ikan secara destruktif (dinamit/bom).

Aturan yang tertuang dalam code of condict
bertujuan pemanfaatan kawasan laut TNBB,
khususnya Pulau Menjangan dan sckitarnya untuk
wisata alam. Tujuh poin aturan in1 lebih
mengutamakan kepentingan wisata laut. Untuk
tujuan wisata, discbutkan pada poin empat dalam
code of condict mengenai larangan memancing ikan
di areal penyelaman radius + 500 m dan gans
pantar Pulau Menjangan. Secara  keseluruhan,
aturan di TNBB bercorak perlindungan terhadap
kawasan konservast dan pengembangan pars-
wisata meskipun juga diakomodasi kepentingan
nelayan dan umat Hindu dengan zona masing-
masing

3. Hak

Merujuk pada Schlager & Ostrom (1992),
status (dan tipe) hak kepemilikan sebagat berikut:
anthorized entrant (akses), authorized user (peman-
faatan), clazmant (pengelolaan), proprietor (eksklusi)
dan owner (pengalihan). Mengenai status hak
kepemilikan, kawasan laut TNBB dipegang olch
pemernntah sebagat omwwer. Berdasarkan pada
aturan legal formal, pemerintah scbagai owwer
mempunya kontrol yang kuat, sehingga dapat
membert 1zin atau menyingkirkan pthak lamn dan
sumberdaya laut. Status hak kepemilikan para
pthak dan tujuannya masing-masing disajikan
padaTabel 3.

Perusahaan panwisata berstatus  sebagai
anthorized user. Begitu juga, anthorized user yang lain
dimiliki oleh Badan Pengelola (BP) Adat (Desa
Sumberklampok), Kelompok Nelayan Banyu-
mandi (Desa Pejarakan) dan nelayan. Status autho-
riged wser berhak meman faatkan sumber daya atau
untuk berproduksi, baik untuk mengembangkan

Tabel 3. Tipe hak kepemilikan di TNBB
Table 3. Types of property right at TNBB

jasa pariwisata maupun penangkapan  ikan.
Aunthorized wuser nelayan di zona tradisional tapi
anthorized entrant pada zona yang lain.

4. Pemegangotoritas

Balai Taman Nasional Bali Barat (BT'TNBB)
merupakan unit pelaksana teknts (UPT) dalam
mengelola kawasan konservast TNBB. BITNBB
berada di bawah Dirjen PIHEKA Kementerian
Kchutanan (Kemenhut). Negara melalus Kemen-
hut sebagai pemegang otoritas TNBB schingga
dapat mengontrol dan mengatur mekanisme pe-
ngelolaan, membuat aturan, merevist aturan serta
mckanisme pengambilan keputusan. Di bawah
otoritas terpusat tersebut, masyarakat juga dikut-
sertakan dalam perubahan aturan sepertt peruba-
han zonasi meskipun peran negara masth domi-
nan. Dalam revisi zonasi tahun 2010, masyarakat
terlibat dalam kegiatan konsultasi publik. Bag
nelayan, hasil dar perubahan zonast ini adalah
munculnya zona tradisional.

5. Sanksi

Agar berjalan efektif, sebuah aturan yang
dibuat harus disertai dengan sanksi yang berlaliu
untuk ditegakkan. Berdasarkan aturan  dalam
jukns 2005, jenis-jenis pelanggaran di perairan
TNBB memuiliki tiga sanksi sebagaimana disajikan
pada Tabel 4.

Di laut TNBB masth dijumpai pelanggaran-
pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dikenakan
sanksi. Dalam delapan dan enam kali pateoli peng-
amanan laut selama 2011 dan 2012 ditemukan sc-
jumlah pelanggaran seperti mencari dan menang-
kap biota laut (gurita, tkan hias dan karang hidup)
dan dengan penggunaan pofasium. Pelanggaran-
pelanggaran selama 2011-2012 beserta sanksinya
dapat dilihat pada Tabel 5.

No. Para pihak (Srakeholders) Status hak kepermulikan (Properry right status) Tujuan (Objective)
1 Kemenhur dan TNBB Pemilik Konscrvasi
2 Perusahaan Pengguna sah Wisata alam
3 Nelayan Pengguna sah/zona tradisional Penangkapan ikan
4 Badan Pengelola Adat Pengguna sah Wisata alam
Sumberklampok

5 Kelompok nelayan Banyumandi

Pengguna sah

Wisata alam

Sumber (Sorre): Schlager & Ostrom (1992); data diolah.
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No. Sanksi (Sanction)

Pelanggaran (1 wolation)

Keterangan
(Remuarks)

1 Pengarahan, pembinaan dan
]'!Ltmbu;l(;m surat pernyataan

o Membert makan ikan olch pelaku wisata

o Membuang sampah sembarangan maupun
limbah domestik

o Menjaring ikan konsumsi di aras karang

o

Penahanan sementara, pembuatan
surat pernyataan serta menjalant
wajib lapor selama minimal satu
minggu semenjak tertangkap
tangan

o Menarub jangkar di atas karang untuk
menambatkan perahu

o Mencart ikan hras

o Mencart ikan dengan menggunakan panzh
(speargun)

3 DPidana penjara selama-lamanya
antara 6-10 rahun dan atau denda
paling banyak antara Rp 1,2-Rp 2
muliar

@ Penggunaan racun (potasium) untuk mencari
tkan

o Menangkap ikan secara destruknf
{dinamit/bom)

Penanganan sanksi:
o Poin 1dan 2

ditangani di tingkat
internal TNBB

o Poin 3 diproses

dan diserahkan
kepada pihak
kepolisian untuk
ditindaklanjuti ke
tahap penyelidikan
dan penyidikan

Sumber (Source): Taman Nasional Bali Barat (20034).

Tabel 5. Jumlah pelanggaran di laut dan sanksi tahun 2011 dan 2012
lable 5. Number of marine violations and sandions in 2011 and 2012

Jumlah Pelanggaran (1 7elation)
Tahun Patrol & ; .
(Yean Mol i Jumlah - Sanksi (Sanction)
(Year) {(Number of (Numbep Jenis {Tipes)

IN K0, # =

patrod)

2011 8 - Ditemukan orang menyelam
g )

sambil menembak ikan
Ditemukan orang sedang
memancing dan menjala tkan

Pengarahan, pembinaan dan pembuatan
surat pernyataan
Pengarahan, pembinaan dan pembuatan
surat pernyataan

1 orang Menangkap tkan hias dengan Vonis 4 bulan penjara dan denda Rp 300.000
(alat menggunakan cairan potasium  dengan ketentuan apabila denda udak dibayar
bukti) diganti dengan hukum kurungan selama satu
bulan
2012 ¢ 14 orang Mencart dan menangkap biota Penahanan untuk sementara, pembuatan

(alat laut seperti gurita, tkan hias dan  surat pernyataan, wajib lapor sclama minimal
bukti) karang hidup satu minggu semenjak tertangkap tangan
3 orang Mencari biota laut seperti Pengarahan, pembinaan dan pembuatan

{tanpa gurita, tkan hias dan karang

alat bukt)  hidup

- Wisatawan tidak membawa

tiket wisata

surat pernya fddn

Pengarahan, pembinaan dan pembuatan
surat pernyataan

Sumber (Sowree): Taman Nastonal Balt Barat {2011): Taman Nastonal Bali Barat (2012); Data diolah.

Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sesua
jenis pelanggarannya. Selama kurun waktu 2011-
2012, scbagian besar pelanggaran berbentuk pe-
nangkapan biota laut dan satu orang divonis
pidana karena menggunakan potasium. Peralatan
untuk menangkap brota laut di antaranya umpan,
pinmasker dan kompresor disita oleh Polhut

scbagat barang bukti. Berlakunya aturan dan
sanksi menunjukkan bahwa aturan TNBB
ditegakkan meskipun jumlah patroli 6-8 Kali
setahun di laut dan pelanggaran masih ditemulkan.
Dilthat dan sanksi kedua dan ketiga, udak
dijumpai orang dari desa Sumberklampok dan
desa Pejarakan tapi berasal dari luar dua desa itu.
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Tabel 6. Jumlah patroli Polhut TNBB 2011 dan 2012
Table 6. Number of security operations by forest police of TNBB in 2011 and 2012

o : o2 y Operast Patroh perairan laur, rutin dan insidentil/ B
thun Operasi fungsional ; ; Operast rutin
- - TR . - S gabungan (Joint mendadak) SRR Sl
(Year; (Vunctional aperation) ‘ o ; , ; . T (Rantine aperation)
d ’ aperation) (Marine patras, rauiine and Incidental) ‘
2011 5 kals 3 kali 8 kali :
2012 6 kali 4 kali 6 kali 12 kali

Sumber: Taman Nasional Bali Barar (2011) dan Taman Nasional Bali Barat (2012)
Saonrce : Tanan Nasional! Badi Barat (20017) and Taman Nasional Bali Barat (2012)

6. Pemantauan dan evaluasi

Polhut atau Jagawana bertugas untuk memas-
tikan keamanan dan melindungt kawasan TNBB.
Kegiatan operast dilaksanakan di tiga wilayah vaitu
Sckst Pengelolaan Taman Nastonal (SPTN) Wila-
vah I, SPTN Wilayah 11 dan SPTN Wilayah 111
Target patroli pengamanan laut berlokast di Kla-
takan, Cekik, Penginuman, Labuhan Lalang, Teluk
Terima, Banyuwedang, Teluk Kotal sampai de-
ngan Pulau Menjangan dan Lampu Merah sampat
dengan Prapat Agung Kegiatan operast
pengamanan di TNBB yaitu operasi fungsional,
operast gabungan, patroli pengamanan perairan
laut (rutin dan insidentil/mendadak) dan operast
rutin. Patroli Polhut TN BB yang dilakukan tahun
2011 dan 2012 disajikan pada Tabel 6.

Patrol laut dilakukan sebanvak 6-8 kali se-
tahun. Satu kali patroli pada umumnya dilakukan
sclama 3-5 hari. Dalam Fakta Pengelolaan TN BB
(Suryawan, 2005) diungkapkan bahwa masyarakat
sckitar secara aktif dikutsertakan dalam penge-
lolaan kawasan di antaranya: patroli pengamanan
fisik kawasan; clan-up dan sosialisasi tata batas
kawasan. Untuk patroli pengamanan laut, TNBB
bekerjasama dengan beberapa pihak, seperti Polisi
Perairan Laut (Polairut), 'INI Angkatan Laut,
Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir
(FKMPP) dan Kelompok Masyarakat Pengawas
(Pokmaswas). Kerja sama dibangun untuk memu-
dahkan dan menjamin pengamanan dan perlin-
dungan terhadap kawasan konservasi TNBB, na-
mun kerja sama dengan FKMPP dan Pokmaswas
saatini tidak berjalan efektif karena keduanya mati
suri akibat minimnya pendanaan dan sumber daya
manusia. Dalam kasus patroli pengamanan laut
tersebut, masyarakat memberikan informast
kepada TNBB tentang tindakan pelanggaran di
laut atau pelanggaran itu ditindaklanjuti dengan
patroli bersama. Dalam patroli bersama, hanya
PPNS Polhut yang dapat mengenakan sanksi
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terhadap pelanggar tertangkap tangan.

Institust pengelolaan laut di taman nasional
secara umum berjalan cukup baik tetapt belum
dapat dikatakan scbagai institusi yang kuat (reus/)
atau pun gagal (fwlere). Kinerja (performance)
nstitust di taman nasional masth rapuh (frugike).
Kerapuhan itu, menurut Ostrom  (1990),
institusinya ada tetapt diragukan efcktivitasnya
dalam kondist yang lebih luas. Hal tersebut akibat
dari batas wilayah antar zonasi laut di lapangan
tidak ditandai dengan jelas sckalipun sccara
digitasi peta sangat jelas. Kondisi int berdamak
pada ketidaktahuan pengguna sumber daya dan
potenst munculnya sejumlah pelanggaran.

C. Keterlibatan Masvarakat dalam Pengelola-
an TNBB

Dalam pengelolaan TNBB dengan pendckat-
an sentralistik terdapat jalinan kerja sama dan
negosiasi ulang terhadap aturan, termasuk zonast.
Sekalipun menggunakan pendekatan terpusat te-
tapt terdapat perbedaan antara situasi sebelum
tahun 2000-an sejak terbentuknya TNBB dengan
setelah tahun 2000-an. Sebelum tahun 2000-an
akses nelayan terhadap laut di TNBB berkurang
atau terbatas. Setelah tahun 2000-an tampal jali-
nan kerja sama dan negosiast. Pertama, jalinan ker-
ja sama TNBB dengan masyarakat khsususaya
dalam patroli pengamanan laut. Pokmaswas dan
FKMPP ikut dalam patroli pengamanan untuh
saling koordinasi dan melindungi ckosistem laut di
TNBB. Persoalan kekurangan dana dan minimnya
sumber daya manusia membuat kegiatan patrol
bersama terhenti. Dana operasional FKMPP
berasal dari bantuan seperti furan per bulan dar
pengusaha pariwisata (perusahaan dan kelon: ok
wisata) dan bantuan pihak lain, sedangkan dana
operasional Pokmaswas berasal dan bantuan
berapa pthak terutama Dinas Kelautan dan 1c:-
ikanan (DKP) Kabupaten. DKP tidak memiliki



otoritas dan tanggung jawab langsung di TNBB
kecuali hanya saling koordinasi dan membantu
masyarakat pesisic melalui program. Oleh sebab
itu, pada tahun 2011 DKP mencadangkan Taman
Wisata Perairan Buleleng yaitu: di Bulcleng Timur
scluas 6.661,68 ha, DBuleleng Tengah scluas
6.727,91 ha, dan Buleleng Barat seluas 651,24 ha.

Kedua, agar kawasan konservast laut tetap ter-
lindungi sekaligus mengembangkan wisata tirta,
kelompok masyarakat ikut serta menjaganya.
Scbagai kelompok usaha wisata tirta di TNBB,
Badan Pengelola Adat dan Kelompok Nelayan
Banyumandi menyumbangkan dana konservasi
masing-masing sckitar Rp 9.000.000/tahun dan
20% dan Sisa Hasil Usaha (untuk pengembangan
wilayah termasuk kegiatan konservasi). Dana ini
dipergunakan untuk kegiatan di antaranya ckan-up
dan pembersihan penyakit karang,

Kerjga, perubahan zonasi 2010 merupakan
hasil dari negosiasi ulang terhadap zonasi 1999.
Zonasi 2010 mengakomodasi kepentingan nela-
yan melalui zona tradisional. Zonasi 2010, selain
menjamin lokasi pemanfaatan nelayan di dalam
rezim state properfy TNBB, juga akan berpengaruh
positif terhadap mata pencaharian nelayan jika
dimanfaatkan dengan baik. Perubahan zonasi
1999 menjadt zonast 2010 didahului oleh konflik
akses sumber daya di TNBB. Menurut Satria
(2014), perubahan dan pembuatan zonasi sebe-
narnya bukan semata-mata persoalan teknis
instrumental tetapi sebagai arena politik para
pihak. Olch karena itu tata kelola adalah mengenai
politik, hak dan tanggung jawab bersama dan pe-
nentuan tujuan dan agenda kebijakan (Kooiman
et al., 2005 dan Jentoft, 2005 dalan: Berkes, 2010).

Para pihak seperti nelayan perlu dilibatkan
dalam proses (politik) zonasi agar kepentingan
dan akses terhadap laut terakomodasi. Proses per-
ubahan zonasi 2010 dilakukan dengan melibatkan
masyarakat (khususnya tokoh) dan LSM Pilang
dalam konsultast publik dengan level partisipast
dari yang terendah hingga tertinggi mencakup
informatif, konsultatif, kolaboratif dan kepurusan
publik. Bila mengacu pada pasal 19 (2) Permenhut
No. P 56/ Menhut-1I/2006 bahwa peran serta
masyarakat pada tingkat memberikan saran, infor-
masi dan pertimbangan dalam perubahan zonasi.
Sekalipun partisipasi masyarakat di level konsul-
tatif tetapi hal itu diiringi dengan desakan ber-
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bentuk protes masyarakat dan tidak tetlepas dari
cuforia 'kebebasan' scbagai efek tak langsung
perubahan rezim di era reformasi. Ke depan,
diperukan peningkatan  level partisipasi agar
kepentingan para pihak terutama nelayan di laut
tidak tersingkirkan dalam pengelolaan TNBB.

D. Diskusi

Kawasan TNBB terdiri dari tipe ckosistem
terresiral (darat) dan peraian laut yang tidak dapat
diptsahkan. Sckalipun luas laut (3.415 ha) lebih
sedikit daripada darat/hutan (15.587,89 ha) tetapi
keberadaan dua tipe ekosistem ini saling men-
dukung dalam menjaga keberlanjutan sumber
daya di kawasan konservasi TNBB. Misalnya,
hutan mangrove dapat mencegah erosi di darat
akibat ombak dari laut ke pantai. Di TNBB, tipe
cko-sistem darat terdiri dart hutan mangrove,
hutan pantai, hutan musim, hutan hujan dataran
rendah, evergreen, savanna dan river rain forest
sedanglkan tipe ekosistem laut meliputi terun.bu
karang, padang lamun, pantai berpasir, perairan
laut dangkal dan perairan laut dalam (TNBB,
2005a). Selain flora tersebut, TNBB juga memiliki
fauna di antaranya tujuh jenis mamalia, dua jenis
reptilia, 105 jenis aves dan 120 jenis ikan.

Tata kelola TNBB dalam penguasaan dan
kontrol kewenangan Kemenhut di pusat. Dalam
pengelolaan taman nasional pada umumnya dan
TNBB khususnya terdapat empat isu yang me-
nartk diperhatikan. Pertama, kawasan TNBB deng-
an tipe ekosistem darat/hutan dan laut memang
tidak dapat dipisahkan dan dalam pengelolaannya
tidak memimbulkan persoalan kewenangan sepertt
konflik antara dua kementerian (Kemenhut dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan /KKP). Jika
didasarkan pada ukurannya, darat/hutan TNBB
lebih luas daripada laut. Berbeda dengan taman
nasional laut yang menimbulkan perbedaan tafsir
yuridis antara kewenangan Kemenhut dan KKP
(Satria, 20092). Kemenhut yang terbentuk lcbih
awal merujuk pada UU No. 5 tahun 1990 dalam
pengelolaan taman nastonal darat dan laut secang-
kan KKP yang terbentuk pada tahun 1999 Tee-
dasarkan pada UU No. 31 tahun 2004 dan UU [vo.
27 tahun 2007 untuk konservast laut.

Kedna, pengelolaan TNBB dilakukan oleh pe-
merintah pusat di bawah Kemenhut berdasatkan
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UU No. 5 tahun 1990 dan PP No. 68 tahun 1998,
Untuk itu Kemenhut membentuk balai taman
nasional sebagat unit pelaksana  teknis pada
masing-masing taman nasional di dacrah.
Sckalipun pengelolaan taman nasional berada di
Kemenhut melalut balar taman nasional namun
mengacu pada PP No. 28 tahun 2011 terdapat
peran masyarakat, provinst dan/ atau kabupaten/
kota khususnya dalam konsultas: publik rencana
penyusunan zonast taman nasional. Begitu pula
UU No. 32 tahun 2004 dan aturan pelaksana PP
No. 38 tahun 2007 menyebut peran pemerimntah
daerah (provinsi dan kabupaten) dalam koords-
nasi perencanaan  konscrvast keanekaragaman
hayatt serta perttmbangan teknis dalam penyu-
sunan dan pengesahan perencanaan (jangka pan-
jang, jangka menengah dan jangka pendck).
Sementara Satria ¢f al. (2006) melihat ketidak-
koherensian kerangka hukum antara pemerintah
pusat dan pemerintah dacrah ketika merujuk pada
UU No. 5 tahun 1990 sekaligus pasal 7 dalam UU
No. 22 tahun 1999. Dengan begitu pengelolaan
taman nasional dilakukan oleh pemerintah pusat
(Kemenhut) dengan melibatkan peran para pthak
sepertt provinsi, kabupaten dan  masyarakat
meskipun terdapat perbedaan, terutama dalam
level partisipast para pihak. Perbedaan level
partisipasi berkaitan dengan besar-kecilnya peran
atau kewenangan dalam pengelolaan. Agrawal
dan Ostrom (2001) mengingatkan bahwa dalam
kewenangan pemerintah pusat yang besar,
pemerintah daerah dan orang lokal hanya dilihat
sebagai pengikutaturan, bukan pembuat aturan.
Dalam konteks desentralisast yang berlang-
sung di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir,
transfer kewenangan dari pusat kepada daerah
atau masyarakat terutama pengelolaan taman
nasional masth terbatas. Menurut Agrawal dan
Ostrom (2001) dampak desentralisasi menjadi
terbatas jika pengguna di dacrah tidak memiliki
kontrol signifikan di level tindakan kolektif dan
level konstitusional. Artinva dalam pembuatan
aturan untuk mendesain, mengelola dan mene-
gakkan aturan di taman nasional. Bahkan desen-
tralisasi menjadi terbatas, seperti pernyataan
Ribot e 4/ (2006) yang dikutip Berkes (2010),
ketika pemerintah pusat menggunakan dua stra-
tegt utama yaitu pembatasan kekuasaan yang di-
transfer dan pemilihan institusi lokal yang menja-
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lankan dan menjawab kepentingan pusat. Dalam
konteks pengelolaan taman nasional, 1nstitus:
lokal yang dibentuk seperti balar taman nasional
sebagai unit pengelola tekns. Oleh karenatu, Siry
(2013) melihat bahwa perjalanan desentralisass
membekaskan pola pengawasan dan kontrol yang
kuat dan tingkatan pemerintah yang lebih tingg.
Namun demikian, sebuah pendekatan pengelola-
an (sentralisasi, desentralisy, devolus: atau kolabo-
rast) scbenarnya ditentukan, seperti Jentof ef al.
(2010) ungkapkan, jika sistem yang dikelola itu
sederhana dan stabil, pendekatan sentralisast Iebih
efekuf tetapt jika kompleks dan udak stabil maka
pengelolaan mulu pihak (seperti model bunga
mawar) lebih diharapkan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sejarah  terbentuknya TNBB berasal dari
kawasan hutan suaka margasatwa. TNBB terdiri
atas dua tipe ekosistem: darat/hutan dan perairan
laut. Dua tipe ekosistem ini saling menunjang
dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya di
kawasan TNBB. Kawasan TNBB selain bertujuan
konservasi, juga pemanfaatan wisata alam dan
pertkanan tangkap di laut. TNBB dikelola olch
pemerintah pusat melalui Unit Pengelola Teknis
balai taman nastonal yang berada di daerah. Sekali-
pun dikelola secara terpusat tetapi pemerintah
daerah (provinsi dan kabupaten) memiliki peran/
kewenangan dalam rencana penyusunan zonasi
dan memberikan pertimbangan teknis lainnya.
Sclain 1tu, masyarakat juga dapat berperan dalam
konsultasi publik rencana zonasi dan untuk
memperolch manfaat dari taman nasional seperti
TNBB.

D1 cra reformast, terdapat kerja sama TNBB
dengan beberapa pihak (FKMPP, Pokmaswas,
adat dan nclayan), juga kerja sama pemanfaatan
laut untuk wisata. Pemanfaatan wisata di TNBB
dikembangkan salah satunya oleh Desa Adat dan
kelompok nelayan. Sementara itu, pengaturan laut
di TNBB semakin baik daripada sebelumnya
khususnya terakomodasinya kepentingan nelavan
di zona tradisional dalam zonasi 2010. Zona ini
menjamin aktivitas nelayan dan dapat berdampak



positif pada mata pencaharian nelayan jika
diman faatkan dengan baik.

B. Rekomendasi

Tata kelola sumber daya alam termasuk taman
nasional seringkali diidentikkan dengan
pengelolaan yang dilakukan olch pemerintah.
Untuk itu, tata kelola perlu dimaknai ulang sejalan
dengan munculnya para pihak seperti
kelompok /organisast lokal, komunitas adat dan
nclayan. Peningkatan level partisipasi para pihak di
tingkat lokal perlu diperhatikan agar tujuan
ekologi-biology, sosial dan ekonomi tercapai. Ke
depan, pengelolaan konscrvasi tidak  hanva
berhent pada perlindungan dan pengawetan taps
juga pemanfaatan. Pemanfaatan yang lebih dapat
dirasakan oleh masyarakat atau para pihak di
sckitar kawasan konservasi.
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